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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba b be 
ت Ta t te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج Jim j je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha kh kadan ha 
د Dal d de 
ذ Żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r er 
ز Zai z zet 
ش Sin S es 
ش Syin Sy esdan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di 
bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di 
bawah)  
ع „ain „ Apostrof terbalik 
غ Gain g ge 
ف Fa f ef 
ق Qaf q qi 
ك Kaf k ka 
ل Lam l el 





ٌ Nun n en 
و Wau w we 
ِ Ha h ha 
ء hamzah , apostof 
ً Ya y ye 
 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan  an a       
 
1. Vokal 
Vokalbahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 
atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a a 
َ ا kasrah i i 
َ ا ḍammah u u 







a dan i 
 
 َو ى 
 








ََفَْ َك :kaifa 
ََهَْوَََل  : haula 
 
2. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 




يَيَر : ramā 
ََمَْ ِل : qila 
َُتْو ًُ ٍَ : yamūtu 
3. Tā’Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tā’marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 











fatḥah dan alif 
atau yā‟ ā a dan garis di atas 
ى Kasrah dan yā‟ I i dan garis di atas 
وى ḍammah dan wau ū u dan garis di atas 
  
 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah  itu transliterasinya dengan (h). 
Contoh:  
َِلاَفَْطْلأاَُةَضْوَر :raudah al- at fāl 
ََُةهِضَاَفَْناَُةٍَُْ َِد ًَ َْنا : al-madinah al-fādilah 
َُة ًَ ْكِحَْنا  : al-hikmah 
 
4. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (َّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ىَ  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(َّيِى), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i). 
اَ َُّبَر  : rabbanā 
اََُْ َّجَ   : najjainā 
َِك َّحَْنا  : al-haqq 
ََى ُِّعَ  : nu”ima 




Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka 
ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi i. 
Contoh: 
َِّيِهَع  : „Ali  bukan „Aliyy a au „Aly  
َِّيِبََرَع  : „Arabi  bukan „Arabiyy a au „Araby   
 
5. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لاَ (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-).  
َُص ًْ َّشَنا  : al-syams (bukanasy-syam) 
ََُةنَسْن َّسَنا  : al-zalzalah (bukanaz-zalzalah) 
ََُةفَسْهَفَْنا  : al-falsalah 
َُدَََلَبَْنا  : al-bilād 
 
6. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi a    r         anya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
َ ٌَ ْوُرُْيَأت  : ta’murūṭn 
َُعْوََُّنا  : al-nau’ 





َُتْرُِيأ  : umirtu 
 
7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata,  istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 
cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an   ari al-Qur’ān), alhamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 
teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
Contoh:  
Fi Zilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnahqabl al-tadwin 
Adapun tā’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, 
ditransliterasikan dengan  huruf [t]. contoh: 
 َِاللَِة ًَ ْحَرَ ٌْ ِفَْىُه : hum fi rahmatillāh 
 
8. Lafẓal-Jalālah(الل) 
Ka a “Alla ” yang  i a ului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Adapun tā’ marbūṭah diakhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
َِاللَ ٍُ ٍْ ِد  : dįnullāh 





9. Huruf Kapital 
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). 
 Contoh:s 
 Wamā Muhammadunillārasul 
 Inna awwalabaitinwudi’alinnāsiIallazi bi Bakkatamubārakatan 
 SyahruRamadān al-laziunzilafiih al-Qur’ān 
 Nasir al-Din al-Tusi  
 Abu Nasr al-Farabi 
 Al-Gazāli 
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Nama      : Wiwi Andriani Safitri 
NIM      : 10300115090 
Judul               :  
 
 
Pokok masalah pada penelitian ini adalah Kedudukan Harta Gono Gini 
Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Tentang Pembagian Harta Gono-
Gini Pasca Perceraian Di Desa Seppang Kab.Bulukumba) Pokok masalah tersebut 
selanjutnya dirumuskan kedalam beberapa sub masalah, yaitu 1) Bagaimana 
pandangan hukum islam terkait pembagian harta gono gini pasca perceraian ? 2) 
Bagaimana pengaturan hukum positif terkait dengan pembagian harta gono gini pasca 
perceraian? 3) Bagaimana analisis perbandingan hukum Islam dan hukum  positif ?. 
Jenis penelitian tergolong Penelitian Lapangan (field research), dengan cara 
observasi, interview atau wawancara, dan dekomentasi. Adapun sumber data 
penelitian adalah adapun pihak yang di wawancarai untuk membantu mengumpulkan 
data dibantu oleh bapak Mire dan ibu risa. Selanjutnya, metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah pengumpulan data dan wawancara analisis data dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  1) Menurut Pasal 97 kompilasi 
hukum Islam bahwa:”Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua 
dari harta bersama  sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” 
yang oleh sebagian orang dianggap Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 1 dan 2, 
kembali dinyatakan bahwa “bahwa dasarnya tidak ada percampuran antara harta 
suami dan harta Istri karena perkawinan” Ayat (1). Pada ayat . 2). Terhadap harta 
bawaan atau harta perolehan menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-
masing suami istri. .3) Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia harta 
gono gini diatur dalam undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawian, bab VII 
tentang harta benda  dalam perkawinan  Pasal 35, Kitab Undang-Undang Buku 
Perdata Pasal 119 dan kompilasi Islam  Pasal 85.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan merupakan awal dari sebuah proses perwujudan dari suatu bentuk 
kehidupan manusia. Oleh karena itu perkawinan bukan sekedar pemenuhan 
kebutuhan bersama semata. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapai 
tujuan dalam perkawinan sebagaimana di atur dalam undang-undang atau dalam 
hukum perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan tentram sehingga tidak terjadi perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang intinya mempersulit 
perceraian. 
Hukum nikah (perkawinan) yaitu hukum yang mengatur  hubungan antara 
manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar 
jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. 
Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh 
manusia, hewan, bahkan tumbuhan, karenanya menurut pakar ilmu alam mengatakan 
bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita 
minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen)1. 
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Menurut Hanafiah,”Nikah adalah akad yang memberi faedah untuk 
melakukan mut’ah secara sengaja”artinya kehalalan seorang laki-laki untuk 
beristima’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya 
pernikahan tersebut secara syar’i. 
Al-Malibari mendefinisian perkawinan sebagai akad yang mengandung 
kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau 
tazwij. 
Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiyyah, 
mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya 
melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong 
serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. 
Imam Taqiyuddin di dalam Kifayat al-Akhyar mendefinisikan nikah sebagai 
Ibarat tentang akad yang masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang 
dimaksud dengan akad adalah al-wat’ (bersetubuh). 
1. Definisi dari beberapa pakar Indonesia  
Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan 
kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan seorang perempuan 
membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan 
bahagia2. 
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Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan 
seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual. 
Hampir sama dengan Hazairin, Mahmud Yunus mendefinisikan perkawinan 
sebagai hubungan seksual. Sedangkan Ibrahim Hosein mendefinisikan perkawinan 
sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan 
wanita. Secara lebih tegas perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan 
seksual (bersetubuh).3 
2. Pengertian Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974  
Di dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 
1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai “Ikatan lahir batin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah 
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa4. 
3. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam 
Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 
dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah ,”Pernikahan yaitu akad 
yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan 
melaksanaknnya merupakan ibadah 
Yang ditentukan bahwa perceraian hanya bisa di lakukan didepan sidang 
pengadilan saja, setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan ke duanya. Maka 
                                                          






keduanya diisyaratkan mengapa ingin melakukan perceraian mereka harus 
mempunyai alasan kuat untuk melakukan perceraian. Menurut Pasal 38 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnnya perkawinan karena di 
sebabkan  tiga hal yaitu kematian, perceraian, atas putusan pengadilan. 
4. Tujuan perkawinan 
Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal berikut 
yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 
yang sakinah,mawaddah dan warahma (tenteram cinta dan kasih sayang)” Tujuan ini 
dirumuskan melalui Firman Allah swt. dalam QS Ar-Rum /30: 21 
                          
                     
Terjemahan : 
“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran )-Nya ialah dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. 
Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran 
Allah ) bagi kaum yang berpikir. 5 
 
Rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam Deklarasi PBB tersebut, namun 
secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil  
dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah 
tangga terdiri atas ayah, ibundan anak-anak. Namun Indonesia seringkali dalam 
rumah tangga juga ada sanak-saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang 
                                                          
5Kementrian Agama RI,Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.407.  
5 
 
tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, 
kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah. Disampin itu 
terdapat juga pembantu rumah tangga yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-
sama di dalam sebuah rumah (tinggal satu atap). 
Pengertian rumah tangga tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi yang 
dapat kita jumpai adalah pengertian keluarga yang tercantum dalam Pasal 1 ke 30 
Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana. Bunyi Pasal 1 angka 30 sebagai berikut6: 
“Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat 
tertentu atau hubungan perkawinan. 
Adapun terjadinya peristiwa-peristiwa perceraian di dalam rumah tangga, 
yaitu Karena adanya orang ketiga, pertengkaran antare ke dua pihak sehingga dapat 
mengakibatkan perceraian. Adapun alasan-alasan untuk mengajukan percerain 
sebagai mana yang di atur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 
1947 tentang perkawinan dan diulang lagi yang sama isisnya dalam Pasal 19 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Putusnya perkawinan karena perceraian akan menimbulkan akibat hukum 
orang tua atau anak dan harta perkawinan.demikian halnya pembagian harta gono 
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gini paska perceraian, dalam perkara tersebut dapat di simpulkan bagaimana hukum 
islam dan hukum positif menyikapi hal tersebut. 
Kenyataan yang dihadapi saat ini, peranan hukum semakin menjadi penting  
di Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan. Fungsi hukum dalam 
pembanguna tidak sekedar sebagai alat pengadilan sosial (sosial control), tetapi lebih 
dari itu, yakni melakukan upaya untuk menggerakkan masyarakat agar berperilaku 
sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakata 
sebagaimana yang dicita-citakan. Dengan demikian, fungsi hukum untuk menata 
perubahan di sini muncullah teori Rescoe Pound tentang law as a tool social 
engineering, yakni hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, berarti hukum 
digunakan untuk mengarahkan masyarakat pada pola-pola tertentu sesuai dengan 
yang dikehendanki juga berarti mengubah atau bahkan menghapus kebiasaan-
kebiasaan terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman7. 
Hukum, selain bersifat memaksa (dwinge) juga bersifat mengatur     
(regelend). Dalam lapangan hukum perdata, pada umumnya hukum bersifat 
mengatur. Adapun untuk mencapai tujuan hukum itu, harus difungsikan dan 
dilaksanakan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga 
maupun dalam masyarakat. 
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Apabila hendak dibicaraka gejala hukum dengan segala aspeknya maka mau 
tak mau harus yang disinggung perihal masyarakat yang menjadi wadah dari hukum 
tersebut. Hukum adalah masyarakat juga, yang telaah dari sudut tertentu, 
sebagaimana juga halnya dengan politik,ekonomi dan lain sebagainya. Peryataan 
tersebut agak berbeda dengan apa yang lazin dilakukan di Indonesia dengan 
mengikuti tradisi Eropa Kontinental. Tradisi tersebut bertitik tolak pada pendirian 
bahwa hukum merupakan suatu gejala yang berdiri dalam masyarakat. Hal ini bukan 
berarti, bahwa hukum secara tegas terpisah dari masyarakat. Maksudnya adalah, 
bahwa hukum hendak dipelajari sebagi suatu gejala yang telah “dibersihkan” dari 
factor-faktor lain.maupun dlam masyarakat8. 
Seperti halnya dalam hukum istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan 
familierecht (belanda) atau law of famile (Inggris). Dalam konsep Ali Afandi, hukum 
keluarga di artika sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum 
yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena 
perkawinan. 
Perbincangan seputar masalah harta gono-gini masi abu dimata masyarakat. 
Rupanya dimata masyarakat memandang sebelah mata masalah ini. Pasangan suami 
istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta gono-gini setelah adanya putusan 
perceraian dari pengadilan. Bahkan, dari setiap proses pengadilan sering terjadi 
keriburan tentang pembagian harta gono-gini sehingga kondisi itu semakin 
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 Soerjono Soekanto. Hukum Adat Indonesia, (cet. 15; Jakarta: Rajawali Pers , 2016) 
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memperumit proses perceraian di antara mereka masing-masing mengklaim bahwa 
harta ini dan itu bagian atau hak-haknya. 
Masalah harta gono-gini ini tidak dipikirkan oleh calon pengantin yang akan 
menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu untuk selamanya. Artinya,tidak 
terpikir sedikitpun oleh mereka bahwa suatu saat nanti bahwa perceraian itu mungkin 
saja dapat terjadi pada dirinya. Mereka baru berpikir tentang harta gono-gini pada 
saat atau setelah terjadinya perceraian. 
Untuk itulah perbincangan mengenai masalah ini perlu diangkat dalam 
wacana public.masyarakat memerlukan pengetahuan yang memadai tentang masalah 
ini yang justru akan membuka cakrawala kita,bahwa harta gono-gini itu perlu 
diketahui sejak perkawinan sepasang calon pengantin. 
Dalam hal ini perlu dibahas beberapa persoalan yang menyangkut konsep 
harta gono-gini dalam perkawinan. Untuk memahami perspektif hukum positif dan 
hukum islam tentang harta gono gini. Sebelum membahas lebih dalam konsep harta 
gono-gini kita perlu memahami terlebih dahulu defenisi harta gono-gini dan 
bagaimana dasar hukumnya peraturan yang berlaku dindonesia. 
Harta gono-gini adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh 
pasangan suami istri secara bersam-sama selama masa perkawinan masih 
berlangsung.yang tidak termasuk dalam kategori harta gono-gini adalah harta yang 
diperoleh atau dihasilkan dari hasil kerja sendiri sebelum masa perkawinan mereka, 
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atau biasa disebut harta bawaan (seperti halnya harta warisan) atau harta milik pribadi 
yang diperoleh setelah masa perkawinan yang biasa disebut harta perolehan (harta 
hibah,hadiah, dan sedekah)9. 
Masalah harta gono-gini itu sering menjadi isu dimasyarakat kita. Yang pada 
akhirnya menyita perhatian media, terutama pemberitahuan perceraian di antara 
sejumlah artis yang sampai pada perselisihan tentang pembagan harta gono-gini. 
Kasus-kasus perceraian mengenai harta gono-gini di kalangan artis atau pejabat 
sering di blow up oleh media massa. 
Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin direbutkan dengan 
masalah pembagian harta harta gono-gini yang memang terkenal rumit. Bahkan, 
keributan itu selalu berujung pada semakin panasnya siding-sidang perceraian di 
pengadilan. Padahal, mereka juga di pusingkan dengan masalah hak asuh anak. 
Masing-masing pihak saling mengklai bahwa dirinya yang berhak mendapatkan jatah 
harta gono-gini lebih besar di bandingkang pasangannya. 
Berdasarkan peraturan di atas ketentuan tentang harta gono-gini jelas karena 
berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang boleh dibagi secara 
bersama di antara pasangan suami istri adalah hanya sebatas pada harta gono-gini 
asalkan tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan,oleh karena itu maka 
penulis membahas lebih mendalam penelitian yang berjudul : Kedudukan Harta 
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Gono Gini Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Tentang 
Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian di Desa Seppang 
Kab.Bulukumba). 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Berdasarkan latar belakang diatas maka tercapailah poin fokus sebagai 
representasi dari fokus penelitian. Untuk lebih memudahkan pembaca dan memahami 
fokus penelitian kedepannya, terlebih dahulu penulis mendeskripsikan  fokus 
penelitian sebagai berikut 
Adapun hal yang akan diteliti dalam penelitian yakni bagaimana kedudukan 
harta bersama pasca perceraian di lembaga pemasyarakatan. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan 
diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pandangan hukum Islam terkait pembagian harta gono gini 
pasca perceraian ? 
2. Bagaimana pengaturan hukum positif terkait dengan pembagian harta 
gono-gini pasca perceraian ? 





D. Pengertian Judul 
Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam mengedentifikasi dan 
memahami permasalahan yang terjadi ini, maka akan dipaparkan beberapa variable 
yang telah dikemukakan dalam penelitian. 
a. Perkawinan: merupakan awal dari senbuah proses perwujudan dari 
suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu perkawinan bukan 
sekedar pemenuhan kebutuhan bersama semata. 
b. Harta gono-gini: adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan 
oleh pasangan suami istri secara bersam-sama selama masa 
perkawinan masih berlangsung.yang tiak termasuk dalam kategori 
harta gono-gini adalah harta yang diperoleh atau dihasilkan dari hasil 
kerja sendiri sebelum masa perkawinan mereka, atau biasa disebut 
harta bawaan (seperti halnya harta warisan ) atau harta milik pribadi 
yang diperoleh setelah masa perkawinan yang biasa disebut harta 
perolehan (harta hibah,hadiah, dan sedekah) 
c. Perceraian: adalah putusnya ikatan atau berakhirnya suatu pernikahan. 
d. Hukum islam: adalah sistem hukum yang mengendalikan atau 
mengekang seseorang dari hal-hal yang sebenarnya  dilarang agama. 
e. Hukum positif: hukum yang berlaku dan dilaksanakan Negara melalui 





E. Kajian Pustaka 
Dalam hal penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari 
berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. 
Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap katya-karya 
ilmiah yang berkaitan dengan pembahsan ini. Adapun penelitian yang memiliki 
relevansi dengan judul penulis sebagi berikut: 
1. Amir Syarifuddin dalam bukunya “Hukum Kewarisan Islam” mengungkapkan 
bahwab sering kali timbul salah satu persoalan krusial dan sensitif dalam sebuah 
keluarga. Ketertarika alamiah terhadap harta sering kali memicu perubahan 
sesuatu yang tadinya merupakan anugrah ini dank arena itu penuh dengan nilai 
positif menjadu kutuka yang sarat nilai negatif dan kehancuran. Tak heran, sebagai 
wujud kemaha adilan-nya , Allah memerinci penjelasan dan aturan-nya mengenai 
hal ini didalam Al-Qur’an maupun sabda Rasulullah SAW sehinggah dapat 
menjadi suluh bagi mereka dalam menyelesaikan perkara waris. 
2. Soerjono Soekanto dalam bukunya “Hukum Adat Indonesia” hukum adat atau 
hukum tidak tertulis didasarkan pada masyarakat, berfungsi sebagai pola untuk 
mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi. Peryataan tersebut 
mungkin agak berbeda dengan apa yang lazim dilakukan di Indonesia dengan 
mengikuti tradisi eropa . Tradisi itu bertitik tolak pada pendirian, bahwa hukum 
merupakan suatu gejala yang berdiri dalam masyarakat. Hal ini bykan berarti, 
bahwa hukum secara tegas terpisah dimasyarakat :maksudnya adalah, bahwa 
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hukum hendak dipelajari sebagai suatu gejala yang telah “dibersihkan” dari factor-
faktorlain 
3. Mardani dalam bukunya “Hukum Islam” mengungkapkan secara langsung hukum 
Islam secara umum, hukum islam adalah mata kuliah wajib di Indonesia. Mata 
kuliah hukum Islam merupaka  mata kuliah pengantar atau persyaratan bagi mata 
kuliah hukum islam lainnya. Tujuan mempelajari hukum islam adalah agar 
mahasiswa mengetahui, memahami sumber-sumber asas-asasnya secara baik dan 
benar, sejarah pertumbuhannya serta perkembangannya dari dahulu sampai 
sekrang. Para ulama membagin dua ruang linkup hukum islam jadi dua yaitu 
Ahkam Al-Ibadat, dan ahkam Al-Mu’malat. 
4. Syamsulbahri Salihima dalam bukunya yang berjudul “Pembagian Kewarisan” 
perkembangan pemikiran pembagian warisan dan harta dalam hukum islam sangat 
dinamis, seiring dengan perkembangan masyarakat karena prinsip pembagian 
warisan dalam hukum islam yang dilakukan pengadilan agama berdasarkan pada 
nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, meskipun kompilasi hukum islam 
(KHI) sebagai hukum waris yang secara komprehensi telah di susun sesuai kondisi 
masyarakat Muslim Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan bagi hakim 
dapat berijtihad dalam hukum waris tersebut, agar memenuhi rasa keadilan bagi 
para pihak dalam suatu kasus. Sehingga diharapkan kepada hakim dala memeriksa 
perkara secara ex officio berkewajiban memilih, menentukan, dan menemukan 
hukum yang tepat terhadap kasus yang sedang dihadapi. Dengan demikian, 
diharapkan hakim menemukan hukumannya sebagai judge law.agar dapat 
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melahirkan putusan yang dapat menyelesaikan masalah.madapun factor-faktor 
yang mempengaruhi  perkembangan pembagian warisan atau harta dalam hukum 
islam adalah factor normatif yakni aturan atau hukumnya, berupa aturan 
perundang-undanga yang mengatur kewarisan islam, dan factor sosial yang terdiri 
dari: pengetahuan masyarakat, pengetahuan aparat terkait, budaya hukum 
masyarakat, dan kesadaran hukum masyarakat. 
5. Happy susanto dalam bukunya yang berjudul “pembagian harta gono-gini saat 
terjadi perceraian bagian buku ini di jabarkan bagaimana ketentuan pengurusan 
dan penjelasan harta gono gini ketentuan tersebut diatur dalam KAUHPer pasal 
124 ayat 1, “ hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersamaitu. Dia boleh 
menjualnya , memindah-tangankannya dan membebaninya tampa bantuan 
istrinya, kecuali dalam hal yan diatur dalam pasal 140 “. Artinya, suami memiliki 
kewenangan dalam mengurus harta gono-gini karena dia  merupakan kepalah 
rumah tangga , termasuk dalam hal menjual, memindahtangankan dan 
membebaninya. Namun, suami tidak diperbolehkan mengurus sebagaimana yang 
di nyatakan dalam pasal 140 ayat 3, “mereka juga berhak untuk membuat 
perjanjian bahwa meskipun harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat 
pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman Negara,srat-surat berharga 
lainnya dan piutang-piutangyang diperoleh atas nama istri, atau yang selama 
perkawina dari pihak istri jatuh kedalam harta bersama, tidak boleh 




F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan 
yang ingin dicapai sebagai berikut: 
a. Menjelaskan pandangan hukum Islam tentang kedudukan pembagian 
harta bersama/gono-gini pasca perceraian. 
b. Menjelaskan tentang aturan hukum positif yang terkait dengan 
pembagian harta bersama/gono-gini pasca perceraian. 
c. Menjelaskan perbandingan hukum Islam dan hukum positif tentang 
pembagian harta gono-gini pasca perceraian 
2. Manfaat Penelitian 
Hasil dari peneltian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi tentang 
pemahaman kepada masyarakat bagaimana cara pelaksanaan pembagian harta 
pasca perceraian. Adapun adapun secara detail manfaat dari penelitian tersebut 
sebagai berikut: 
a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan Islam tentang bagaimana 
pelaksanaan pembagian kedudukan harta bersama dalam hukum islam 
dan menjadi bahan untuk dideskusikan lebih lanjut di kalangan 
akademisi maupun praktisi. 
b. Dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi 
masyarakat, mahasiswa, itu sendiri untuk lebih jauh menggali 
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permasalahan dan pemecahan masalah yang ada dimasyarakat dengan 








A. Pengertian Hukum Keluarga 
Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan familierecht (Belanda) atau 
law of familie (Inggris). Dalam konsep Ali Afandi, hukum keluarga diartikan sebagai 
keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan 
kekeluargaan sedarah, dan kekeluargaan karena perkawinan ( perkawinan,kekuasaan 
orang tua, perwalian, pengampunan, keadaan tak hadir). 
Ada dua konsep dalam hal Ali Afandi tersebut, bahwa hukum keluarga 
mengatur hubungan yang berkaitan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan 
karena perkawinan. Kekeluargaan sedarah adalah pertalian yang terdapat antara 
beberapa orang yang mempunyai keseluhuran yang sama. Sedangkan kekeluargaan 
karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara 
seorang dengan keluarga sedarah ataupun tidan dengan istri (suaminya). 
Tahir Mahmud, mengartikan hukum keluarga sebagai prinsip-prinsip hukum 
yang diterangkan berdasarkan ketaatan beragama berkaitan dengan hal-hal secara 
umum yang diyakini memilki aspek religious menyangkut peraturan keluarga, 
perkawiana, perceraian, hubungan dalam keluarga,kewajiban dalam rumah tangga, 
warisan, pemberian mas kawin, perwalian dan lain-lain. Defenisi Tahir Mahmud 
tersebut, pada dasarnya mengkaji dua sisi, yaitu tentang prinsip hukum dan ruang 




dan lain-lain. Apabilah diperhatikan, defenisi ini 1terlalu luas, karena menyangkut 
warisan, yaitu hukum perdata BW merupakan bagian dari hukum benda2. 
Dalam defenisi ini setidaknya memuat dua hal penting yaitu, kaidah hukum 
dan subtansi (ruang lingkup) hukum.Kaidah hukum meliputi hukum keluarga tertulis 
dan hukum keluarga tidak tertulis.Hukum keluarga tertulis adalah kaidah-kaidah 
hukum yang bersumber dari undang-undang, trakta, dan yurisprudensi. Hukum 
keluarga tidak tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum keluarga yang timbul, 
tumbuh dang berkembang dalam kehidupan masyarakat.Misalnya, mamari dalam 
masyarakat sasak. Adapun ruang lingkup yang menjadi hukum keluarga meliputi 
perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, 
pengampuanan, dan perwalian. 
Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan 
perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi 3 hal. Pertama suami istri saling bantu 
membantu serta saling lengkap melengkapi.Kedua masing-masing dapat 
mengembangkan kepribadiannya dan untuk mengembangkan kepribadian itu suami 
istri harus saling membantu. Ketiga tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga 
bangsa Indonesia adalah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.3 
Tujuan perkawinan dalam pandangan Islam Al-Qur’an mengajarkan bahwa 
Allah menghendaki pria dan wanita bersatu dalam perkawinan supaya dari persatuan 
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mereka terciptalah generasi manusia baru,yang meneruskan eksistensi manusia di 
bumi.Dalam surah Yaasiin ayat 36 diwahyukan bahwa Allah swt 
Perkawinan merupakan sarana Allah untuk menciptakan manusia disepanjang 
zaman .Karena itu umat Islam mendapat perintah dari Allah sendiri untuk hidup 
berkeluarga dan menurunkan anak-anak.Bahkan keturunan kadang-kadang dianggap 
begitu penting,sehingga kemandulan istri dijadikan dasar yang memadai untuk 
bercerai atau mengambil istri lagi. Al-Quran juga melihat pemenuhan kebutuhan 
seksual sebagai salah satu alasan atau tujuan perkawinan.4 
1. Rukun dan Syarat Perkawinan 
 Rukun merupakan masalah yang serius di kalangan fuqaha. Sebagai 
konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun 
dan mana yang tidak. Bahkan perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana 
yang termasuk rukun dan mana yang syarat. Bisa jadi sebagian ulama menyebutnya 
sebagai rukun dan ulama yang lainnya menyebutnya sebagai syarat. 
 Sebagai contoh Abdurahman Al-Jaziri menyebutkan yang termasuk rukun 
adalah al-ijab dan al-qabul dimana tidak akan ada nikah tanpa keduaya. Sayyid Sabiq 
juga menyimpulkan menurut fuqaha, rukun nikah terdiri dari al-ijab dan al-Qabul, 
sedangkan yang lain termasuk kedalam syarat. 
 Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang 
berhubungan dengan sighat, berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafi’iyyah 
                                                          





syarat perkawinan itu ada kalanya menyangkut sighat, wali, calon suami-istri dan 
juga syuhud (saksi). Berkenaan dengan rukunnya,bagi mereka ada lima, calon suami-
istri, wali, dua orang saksi,dan mahar,calon suami-istri dan sighat. Jelaslah para 
ulama tidak saja berbeda dalam detailnya. Malikiyyah tidak menempatkan saksi 
sebagai rukun,sedangkan syafi’i menjadikan dua orang saksi sebagai rukun. 
 Di dalam UUP dan KHI kebingunan dalam memosisikan apa yang disebut 
rukun dengan apa yang disebut syarat juga jelas kelihatan. A Rafiq lebih memilih 
judul syarat-syarat perkawinan pada Bab V di dalam bukunya,walaupun dengan 
mengutip Kholil Rahman,akhirnya pembahasannya ditujukan kepada syarat-syarat 
yang mengikuti rukun-rukunnya. Achmad Kuzuri memilih sub judul unsur-unsur 
akad nikah ketimbang rukun atau syarat. Muhammad Baqir al-Habsyi memilih 
menggunakan judul rukun dan persyaratan akad nikah di dalam bukunya. Idris 
Ramulyo juga menggunakan judul rukun dan syarat yang sah menurut hukum islam, 
walaupun ketika bicara tentang UUP ia menggunakan kata syarat. 
 Terlepas dari istilah yang digunakan pengkaji hukum Islam di atas, penulis 
memilih untuk menggunakan istilah rukun dan syarat perkawinan yang tampaknya 
diterima sebagian besar ulama walaupun dengan penempatan yang berbeda-beda. 
 Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun 
itu memiliki syarat-syarat tertentu.Untuk memudahkan pembahasan maka uaraian 
rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut : 




1. Beragama Islam 
2. Laki-laki 
3. Jelas orannya 
4. Dapat memberikan persetujuan  
5. Tidak terdapat halangan perkawinan 
2. Calon Istri, Syarat-syaratnya : 
1. Beragama,(meskipun bukan beragama Islam) 
2. Perempuan 
3. Jelas orangnya 
4. Dapat dimintai persetujuannya 
5. Tidak terdapat halangan perkawinan 
3. Wali nikah,syarat-syaratnya : 
1. Laki-laki 
2. Dewasa 
3. Mempunyai hak perwalian 
4. Tidak terdapat halangan perwaliannya 
4. Saksi Nikah 
1. Minimal dua orang laki-laki 
2. Hadir dalam ijab qabul 






5. Ijab Qabul,syarat-syaratnya : 
a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 
b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai 
c. Memakai kata-kata nikah,tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut 
d. Antara ijab dan qabul bersambungan 
e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 
f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau 
umrah 
g. Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon 
mempelai atau wakilnya,wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.5 
Berdasarkan defenisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum 
keluarga pada dasarnya merupakann keseluruhan kaidah hukum baik tertulis maupun 
tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum timbul dari ikatan keluarga meliputi: 
a) Peraturan perkawinan dengan segala hal yang lahir dari perkawinan  
b) Peraturan perceraian 
c) Peraturan kekuasaan orang tua 
d) Peraturan kedudukan anak  
e) Peraturan pengampunan (curatele) dan 
f) Peraturan perwalian (voogdij) 
                                                          




Hukum perdata barat mengandung prinsip bahwa hukum keluarga pada 
berbagai ketentuannya pada hakikatnya erat hubungannya dengan tata tertib 
umum.Dengan demikian maka segala tindakan yang bertentangan dengan ketetntuan 
itu adalah batal demi hukum. 
Dalam konsepsi hukum perdata di Indonesia telah diadakan pernyataan bahwa 
hukum perdata barat (BW) tidak lagi di anggap sebagai undang-undang yang mutlak 
belaku. Ada beberapa pertimbangan yang melandasi ketentuan tersebut antara lain: 
1) Ada tendisi bahwa BW mengajun pada alam liberalisme, sehingga perlu 
ditinggalkan dan menuju alam sosialisme Indonesia. 
2) Maklumat Mahkama Agung tentang tidak berlakunya sementara ketentuan karena 
tidak sesuai lagi dengan perubahan zaman dan bersifat diskriminatif 
3) Menjadikan jati diri bangsa Indonesia yang pliralitis sehingga berbeda jauh dengan 
keberlakuan hukum islam dan hukum adat. 
Pada dasarnya hukum keluarga dapat di bedakan menjadi dua macam, yaitu 
sumber hukum keluarga tertuli dan sumber ukum keluarga tidak tertulis.Sumber 
hukum keluarga tidak tertulis merupakannorma-norma hukum yang tumbuh dan 
berkembang serta ditaati oleh sebagian besar masyarakat atau suku bangsa yang 
hidup di wilayah Indonesia.Sedangkan sumber hukum keluarga tertulis berasal dari 





B. Defenisi Harta Gono Gini 
Istilah “gono gini” merupakan sebuah istilah hukum yang sudah popular 
dimasyarakat.dalam kamus besar bahasa Indonesia (2001:330), istilah yang 
digunakan adalah “gana gini”, yang secara hukum artinya, “Harta yang berhasil di 
kumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri”6. 
Dalam kamus umum bahasa Indonesia, yang disusun oleh JS Badudu dan SM 
Zain (1996:421), pengertian harta gono gini juga sama dengan definisi buku dalam 
kamus besar bahasa Indonesia, yaitu “harta perolehan bersama selama bersuami 
istri”. 
Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal-formal 
dalam peraturan perundang-undangan ditanah air,baik dalam UU No 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), maupun 
kompilasi hukum islam (KHI), adalah harta bersama. Hanya, istilah gono gini lebih 
populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum 
konvensional. 
Konsep dalam istilah “gono gini” sebenarnya diambil dari istilah jawa.Kamus 
besar bahasa Indonesia (2001:330) mendefenisikan kata “gana-gini” dalam tradisi 
jawa sebagai “ anak yang hanya dua bersaudara ,laki-laki dan perempuan (dari satu 
ayah dan satu ibu)”.Istilah “gana-gini” kemudian di kembangkan sebagai konsep 
tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawina.Oleh 
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karena itu harta yang memang berhubungan dengan ikata perkawinan tersebut 
kemudian disebut dengan “harta gono gini”. 
Di berbagai daerah di Tanah air sebenarnya juga dikenal istilah-istilah lain 
yang sepadan dengan pengertian harta gono-gini (di jawa). Hanya, diistilahkan secara 
beragam dalam hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah misalnya di Aceh, 
harta gono gini diistilahkan dengan hareuta sihereukat; di minangkabau dinamakan 
harta suarang; di Sunda digunakan istilah guna-kaya; di Bali disebut dengan druwe 
gabbro;dan di Kalimantan digunakan istilah barang perpantangan. Dengan 
berjalanya waktu, rupanya istilah “gono-gini”lebih popular dan dikenal masyarakat, 
baik digunakan secara akademis, yuridis, maupun dalam pembendaharaan dan kosa 
kata masyarakat pada umunya. 
C. Perbedaan Harta Gono-Gini atau Harta Bersama 
Harta gono gini adalah harta yang di peroleh oleh suami istri setelah 
melakukan perkawinan atau  dalam ikatan perkawinan. Demikianlah yang di 
jelaskan pada pasal 35 UU  perkawinan di Indonesia, harta gono gini adalah harta 
yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. 
Ketentuan harta gono gini  atau harta bersama sudah jelas dalam hukum 
positif yang berlaku di Indonesia bahwa harta yang boleh di bagi secara bersama 
hanya harta yang dipeoleh secara bersama bagi pasangan keduanya yang bercerai 
hanya terbatas pada harta gono gini atau harta bersama sepanjang tidak ada 




Didalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, gono-gini atau harta 
bersama diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947 tentang 
perkawinan, Pasal 119 KHU perdata, pasal 85 dan 86 KHI. Pengaturan harta gono-
gini di akui secara hukum, baik secara pengurusan, ketentuan, penggunaan, da 
pembagiaannya. 
Dalam kitab fiqih, hata gono gini atau harta bersama diartikan sebagai harta 
kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali 
perkawinan, sedangkan para ahli hukum Islam berbeda pendapat  tentang dasar 
hukun harta gono gini atau harta bersama. Mereka mengatakan bahwa islam tidak 
mengatur tentang gono gini, sehingga oleh karena itu diserahkan sepenuhnya 
kepada mereka sendiri untuk mengaturnya. 
Istilah “gono-gini” merupakan istilah hukum yang digunakan di masyarakat. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “gono gini”, yang secara hukum artinya. 
“Harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak 
berdua suami dan istri”. Dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia yaitu Harta 
perolehan selama bersuami istri”. 
Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1947 mendefinisikan harta bersam 
adalah hara yang diperoleh selama perawinan. Ini berarti bahwa terbentuknya 
harta bersama dalam perkawinan sejak tanggal terjadinya  perkawinan  sampai 





D.  Dasar Hukum Harta Gono Gini 
Sebenarnya tidak ada pencampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara 
suami dan istri (harta gono-gini). Konsep harta gono-gini pada awalya berasal dari 
adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian 
didukung hukum islam dan hukum positif  yang berlaku di Negara kita. Sehingga, 
dapat dikatakan ada kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan 
suami dan kekayaan istri (alghele gemeenschapvan goederen) ini berlaku jika 
pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan7. 
Dasar hukum tentang harta gono gini dapat di telusuri melalui undang-undang 
dan peraturan sebagai berikut: 
a. KHI Pasal 35, disebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan 
itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami 
atau istri”.pasal ini sudah menyebutkan adnya harta gono-gini  dalam 
perkawinan. Dengan kata lain, KHI mengdukung adanya persatuan harta 
dalam perkawinan (gono-gini). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup 
kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, bak 
suami maupun istri. 
b. KUHPer Pasal 119, disebutkan bahwa  “ sejak saat dilangsungkan 
perkawinan, maka hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami 
istri,sejauh tentang hal itu tidak di adakan ketentuan-ketentuan lain dalam 
perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan  tidak 
boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”. 
c. KHI Pasal 35, disebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan 
itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami 
atau istri”.pasal ini sudah menyebutkan adanya harta gono-gini  dalam 
perkawinan. Dengan kata lain, KHI mengdukung adanya persatuan harta 
dalam perkawinan (gono-gini). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup 
kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik 
suami maupun istri. 
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d. Pada KHI Pasal 86 ayat 1 dan ayat 2, kembali dinyatakan bahwa  “pada 
dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena 
perkawinan” (ayat 1). Pada ayat 2-nya lebih lanjut ditegaskan bahwa pada 
dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. 
Demekian juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan 
dikuasai penuh olehnya. 
 
Ketentuan dalam KHI Pasal 86 (ayat 1 dan 2) kedengarannya bertolak 
belakang dengan ketentuan Pasal sebelumnya. Jika dianalisis secara seksama, 
ketentuan dalam Pasal 86  sebenarnya lebih bersifat informatif  bahwa dalam hukum 
islam  tidak dikenal istilah harta gono-gini, yang merupakan persatuan antara harta 
suami dan istri. Istilah harta gono-gini lebih dikenal dalam ketentuan hukum positif 
nasional. Berdasarkan ketentuan KHI pasal 85 bahwa sejak terjadinya perkawinan 
tidak tertutup kemungkinan adanya percampuran antara harta kekayaan suami dan 
harta kekayaan istri (alghele gemenschap van goederen).Dengan kata 
“kemungkinan”dimaksudkan bahwa harta gono-gini itu masih dperbolehkan asalkan 
tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 
Harta gono-gini mengcakup segala activa dan passiva selama masa 
perkawinan. Pasangan calon suami istri yang akan menikah diperbolehkan 
menentukan dalm perjanjian perkawinan bahwa harta perolehan dan harta bawaan 
merupakan harta gono-gini. Hal ini diatur dalam KHI pasal 49 ayat 1, “perjanjian 
perkawinan harta pribadi dapat meliputi semua harta,baik  yang dibwa masing-





Pasangan calon suami istri tersebut juga diperbolehkan menentukan dalam 
perjanjian perkawinan bahwa yang tidak termasuk dalam harta gono-gini adalah harta 
pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, seperti harta perolehan.Hal 
ini diatur dalam KHI pasal 49 ayat 2,”dengan tidak mengurang ketentuan tersebut 
pada ayat 2,”Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga 
di perjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan 
dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang 
diperoleh masing-masing selama perkawinan atau sebaliknya”. 
E. Harta Gono-Gini Menurut Hukum Adat 
Sebagaimana telah dikemukakan dalam defenisi harta gono-gini bahwa istilah 
“gono-gini” memang berasal dari hukum adat di Tanah Air. Meskipun awalnya 
memang berasal dari konsep adat Jawa tentang “gana-gini”, di daerah-daerah lain 
juga dikenal konsep yang sama dengan istilah-istilah yang berbeeda. 
Bagaimana hukum adat di Indonesia memandang harta gono-gini Hampir 
seluruh hukum adat menyatakan bahwa tidak semua harta benda yang dimiliki suami 
dan istri merupakan suatu kesatuan harta kekayaan (gono-gini).yang termasuk 
kedalam harta gono-gini hanya harta benda yang diperoleh secara bersama sejak 
terjadinya ikatan perkawinan. Harta benda yang diperoleh sebelum terjadnya 




masing-masing suami dan istri. Adapun yang diperoleh selama masa perkawinan 
tetap merupakan harta kekayaan masing-masing8. 
Secara umum, hukum adat tentang harta gono-gini hampir sama diseluruh 
daerah. Yang dapat dianggap sama adalah perihal terbatasnya harta kekayaan yang 
menjadi harta bersama (harta persatuan), sedangkan mengenai hal-hal lainnya, 
terutama mengenai kelanjutan dari harta kesatuan itu sendiri pada kenyataan-nya 
memang berberda di masing-masing daerah. Misalnya di Jawa, pembagian harta 
kekayaan dan harta bawaan dan harta gono-gini setelah terjadinya perceraian antara 
suami dan istri akan bermakna penting sekali. Sementara itu di Aceh, pembagian 
harta kekayaan kepada harta bawaaan dan hereuta seuhareukat bermakna sangat 
penting, baik ketika terjadi perceraian maupun saat pembagian warisan jika salah 
seorang pasangan meninggal dunia 
F. Klasifikasi Harta Benda dalam Perkawinan 
Harta benda dalam perkawinan ada ada tiga macam sebagai berikut:  
a. Harta Gono-Gini 
Sebagai mana telah dijelaskan, harta gono-gini dalam perkawinan adalah “harta 
benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. 
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1. Berdasarkan KHI Pasal 91 ayat 1, harta gono-gini bisa berupa bendah Benda 
berwujud, yakni benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat 
berharga (ayat 2). 
2. Benda tidak berwujud, yaitu hak dan kewajiban (ayat 3). Sebagaimana kita 
ketehai bahwa salah satu akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan 
adalah terjadinya persatuan yang bulat sebagaimana dinyatakan KUPer pasal 
119 berwujud dan tidak berwujud. 
Suami istri harus menjaga harta gono-gini dengan penuh amanah,sebagaimana 
diatur dalam KHI Pasal 89, ”suami bertanggun jawab menjaga harta bersama, harta 
istri, maupun harta sendiri” dan Pasal 90 , “Istrit turut bertanggun jawab menjaga 
harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”. Dengan kata lain, harta gono-
gini merupakan hak bersama yang oleh masing-masing pihak boleh dipergunakan 
asalkan mendapatkan izin dari pasangannya. 
b. Harta Bawaan 
Harta bawaan  adalah harta benda milik masing-masing suami dan istri yang 
diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan atau 
hadiah. 
Tentang macam harta ini, UU pasal perkawinan Pasal 35 ayat  ayat dua 
mengatur,”Harta bawaan masing-masing suami dan istri serta dan harta benda yang 
diperoleh masing-masing sebagi hadiah atau warisan , adalah dibawah penguasaan 




ini suami dan istri berhak memiliki sepenuhnya harta bawaanya masing-masing, 
asalkan tidaj ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pernyataan yang sama 
juga diprkuat  dalam KHI Pasal 87 ayat 1. 
c. Harta Perolehan 
Harta perolehan adalah “harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh 
masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikata perkawinan”. 
Harta ini umumnya berbentuk hibah, hadiah, dan sedekah.Harta ini diperoleh melalui 
usaha bersama mereka berdua selama terjadinya perkawinan.Bedanya dengan harta 
bawaan yang diperoleh sebelum masa perkawina, harta macam ini diperoleh setelah 
perkawinan. 
Kesimpulannya harta gono-gini jelas berbeda dengan harta bawaan dan harta 
perolehan.Yang hanya boleh disebut harta gono-gini adalah harta yang diperoleh 
secara bersama-sama, baik oleh suami maupun istri, sejak perkawinan mereka mulai 
dilangsungkan. Ketentuan ini tidak berlaku jika pasangan pengantin membuat 
perjanjian perkawinan entah isinya menggabungkan harta keduanya atau justruh 
memisahkannya. 
G.  Sifat dan Luas harta Gono-Gini 
Harta atau barang-barang tertentu  yang diperoleh suami/istri dengan Cuma-
cynma (omniet) karena pewarisan secara legaat/hadiah , tidak bisa dianggap sebagi 
harta gono gini. Hal ini diatur dalam KUHPer pasal 120 ,”berkenaan dengan soal ke 




Cuma-Cuma kecuali jika dalam hal terakhir ini mereka mewariskan atau yang  
menentukan kebalikannya dengan tegas9”. 
Luasnya kebersamaan  (percampuran) harta kekayaan dala perkawinan adalah 
mengcakup seluruh activa dan asiva, baik yang diperoleh suami istri sebelm atau 
selama masa perkawinan mereka berlangsung (seperti harta bawwan dan harta 
perolehan), yang termasuk didalamnya adalah modal, bunga,dan bahkan utang-utang 
diakibatkan oleh suatu perbuatan yang melanggar hukum. 
Berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku ada dua conth 
kebersamaan harta terbatas, yaitu kebersamaan untung dan rugu (gemeenschap van 
winst en verlies) serta kebersamaan hasil dan pendapatan (gemeenschap vanvruchten 
en inkomsten).KUHPer  pasal 164  mengatur  “perjanjian, bahwa antara suami istri 
akan hanya ada gabungan penghasilan dan pendapatan saja, mengandung arti secara 
diam-diam bahwa tiada gabungan harta bersama secara menyeluruh menurut undang-
undang dan tiadapilah gabungan keuntungan dan kerugian”.    
H. Ketentuan Hukum Positif Tentang Harta Gono Gini 
Sebagaimana telah dibahas poin sebelumya, harta gono-gini di atur dalam 
hukum positif, baik UU perkawinan ,KUHPer, maupun KHI. Dengan demikian 
segala urusan yang berkenaan dengan harta gono-gini perlu didasari ketiga sumbe 
hukum positif tersebut.Sebagai contoh jika pasangan suami istri ternyata harus 
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bercerai pembagian harta gono gini tersebut harus jelas dan didasari pada ketentuan-
ketentuan yang berlaku dalam hukum positif tersebut10. 
Secara umum persoalan-pesoalan yang berkaitan dengan hukum positif 
tentang harta gono-ginin.Persoalan-persoalan tersebut mengcakup pembahasan 
tentang pengurusan harta gono-gini, penggunaanya, harta gono-gini yan berkaitan 
dengan perkawinan secara poligami, hingga secara adil. 
a. Ketentuan Umum Hukum Harta Gono Gini 
 Ketentuan umum dibagian ini merupaan pengembangan dari dasar hukum positif 
tentang gono-gini sebelum harta ini dibagi. Atau dengan kaya lain, ketentuan 
umum mengcakup pengaturan hukum  bagi suami istri yang masih memilki 
huungan perkawinan terhadap harta gono-gini mereka. 
1. Pengurusan Harta Gono Gini 
  Ketentuan tersebut diatur dalam KUHPer Pasal 124 ayat 1, “hanya suami saja 
yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya ,memindah 
tangankannya  dan membebaninya tampa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang 
diatur pasal 140”. Artinya memiliki kewenangan dalam mengurus harta gono-gini 
karena dia merupakan kepala rumah tangga, termasuk dalam hal menjual, memindah 
tangankan, dan membebaninya. Namun, suami idak diperbolehkan mengurus 
sebagaimana dinyatakan dalam pasal 140 Ayat 3 yaitu, ”mereka juga berhak untuk 
membuat perjanjian, bahwa meskipun ada gabungan harta bersama, barang-barang 
tetap,surat-surat pendaftran dalambuku besar pinjaman-pinjaman Negara, surat-surat 
                                                          
10




berhaga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama 
perkawinan dari pihak istri jatuh kedalam harta bersama, tidak boleh dipindah 
tangannkan tampa ata di bebani oleh suami tampa persetujuan si istri”. 
Dalam ayat 2 dengan Pasal yang sama lebih lanjut ditentukan 
bahwa,”demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengrangi hak-hak yang 
diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami istri, namun ini tidak 
mengurangi wewenang istri untuk mengsyaratkan bagi dirinya pengurusan harta 
kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak 
di samping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas. 
Perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 tersebut sifatnya 
“memutus” bukan dalam pengertian mengurus (seerti dalam ayat 1).Maksudnya, 
perbuatan suami dibatasi, yaitu bahwa dia tidak berhak mengurusi harta-harta 
kekayaan diluar hata gono-gini, sperti halnya bawaan dan harta perolehan karena 
kedua macam harta tersebut tetap menjadi wewewnang masing-masing 
pasanga.Sebagai contoh, harta bawaan berupa hibah hanya dapat di urus apabila 
berkenaan dengan urusan anak-anak mereka11. 
Apabila kita bandingkan antara Pasal 139 KUHPer dengan Pasal 29 UU No.1 
tahun 1974 nampak perbedaanny, tekanan KUH perdata pada “persatuan harta 
kekayaan” sedangkan UU No.1 Tahun 1974 lebih terbuka tidak saja yang 
menyangkut perjanjian kebendaan tetapi juga yang lain. Dalam Pasal 29 UU No.1 
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Tahun 1974 Hazairin mengemukakan memang benar bahwa perjanjian dimaksud 
bukan termaksud taklik talak dalam perkawinan islam yang dibacakan memplai pria 
dimuka umum stelah selseai upecara ijab Kabul, sebagaimana yang ditetapkan 
Menteri Agama untuk seluruh Indonesia. Taklik talak di Indonesia tidak bersifat 
bilateral tetapi bersifat unilateral, oleh karena ia bukan saja mengikat yang 
mengucapkannya tetapi menjadi sumber hak bagi pihak-pihak lain tersebut dalam 
pernyataan itu. 
I. Harta Gono Gini Dalam Perspektif Hukum Islam 
Konsep harta gono-gini beserta segala ketentuannya memang tidak di 
temukan dalam kajian fikih (hukum islam) klasik. Fikih islam klasik adalah produk 
hukum yang dihasilkan oleh ulama-ulama terdahulu, sbelum masa modern. Para ulma 
tersebut mendefenisikan fikih islam menurut perspektif yang mereka yakini bahwa itu 
memang seperti apa adanya yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW. Harta gono-
gini sesungguhnya merupakan wilayah hukum yang belum disentuh atau dapat 
dikatakan sebagai wilayah kajian hukum “yang belum terpikirkan.Sebab, isu harta 
gono-gini lebih banyak berkembang di urgent. 
Meskipun demikian, berdasarkan sejumlah analisi bahwa sesungguhnya 
masalah harta gono-gini tetap ada dalam kajian hukum Islam. Analisis ini dilakukam 
terhadap produk hukum islam yang sudah menjadi sebagai alat perbadingan dari 




Secara umum, hukum Islam tidak melihat adanya harta gono-gini. Dengan 
kata lain, hukum islam umumnya lebih memandang adanya keterpisahan antara harta 
suami istri. Apa yang dihaslkan istri merupakan harta miliknya, demikian pula 
sebaliknya apa yang di hasilkan suami  merupakan harta miliknya. Konsep harta 
gono-gini memang lebih dikenal dalam tradisi di Indonesia. Konsep ini merupakan 
bagian warisan berbagai macam tradisi yang ada di Tanah Air. 
Zahri hamid memandang bahwa hukum alam mengatur sistem terpisahnya 
antara harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan 
yang lain(tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam memberikan 
kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai 
keinginan. 
Pandangan Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya 
memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami mana yang termasuk harta 
istri, mana yang termasuk harta bawaan sebelum menikah, mana harta suami/istri 
yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana gono-gini yang 
diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan. Pemisahan harta tersebut 
akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami atau harta istri jika terjadi 
perceraian. 
Ketentuan itu masih tetap berlaku hinggah berakhirnya perkawinan atau salah 




memandang bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh suami/istri dibagi 
berdasarkan ketentuan pewarisan Islam.Harta warisan yang dibagi adalah hak milik 
masing-masing suami istri yang telah meninggal dunia, yaitu setelah dipisahkan 
dengan harta tidak di masukkan sebagi harta warisan yang harus dibagi. Bahkan istri 
tetap berhak memilki harta pribadinya sendiri, dan dirinya juga berhak mendapat 
bagian dari harta peninggalan suaminya. 
Hukum islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama 
perkawinan menjadi hak milik suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah 
yang diberikan suami kepadanya. Namun Al-Qur’an dan hadis tidak memberikan 
ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsunnya 
perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang 
di berikan kepada suaminya.Al-qur’an dan hadis juga tidak menegaskan secara jelas 
bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara langsung 
istri juga berhak terhadap harta tersebut.Kaitan amtara harta gono-gini dan syirkah 
dapat dipahami sebagai “harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami 
istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta 
bersama tampa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa12. 
Kata syirka juga dapat diartikan “menjadi sekutu atau serikat”. Jadi, secara 
bahasa syirkah adalah suatu bentuk “percampuran” ataua “kerja sama” sementara itu 
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syara’,syirka berarti “adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu”. 
Mendefenisikan kata syirka secara etimologis sebagai bentuk percampuran  dua 
bagian atau lebih sehinggah tidak dapat dibedakan lagi dengan bagian lainnya. Dalam 
pengertian syara’, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang 
bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memeroleh keuntungan 
bersama. 
Pembahasan tentang syirkah adalah sebuah hadi qudsi (hadis dengan 
perkataan Allah swt itu sendri). Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad saw bersabda 
bahwa Allah swt berfirman “aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah 
selama salah satunya tidak menghianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, 
aku keluar dari keduannya”. Dalam surah Al-Hujurat (49-13) meneyebutkan. 
                               
                    
Terjemahan: 
Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 
Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa hubungan suami 




salah satu dari mereka yang saling mendzalimi. Nabi Muhammad Bersabda, “yang 







A. Jenis Penelitian danlokasiPenelitian  
1. Jenis Penelitian 
Jesnis data yang dperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan 
(field Reseach) atau wawancara yang didapat langsung dari respondon 
yang berkaitan dengan kedudukan harta bersama menurut hukum Islam 
dan hukum positif (studi tentang pembagian harta bersama/gono-gini pasca 
bercerai). 
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan 
dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan 
yang erat dengan masalah tersebut yang di bahas dalam penyusunan skripsi 
ini. 
2. Lokasi Penelitian 
     Penelitian ini dilakukan di Kota Bulukumba, Kecamatan  Ujung loe Desa 
Seppang, yang berkaitan dengan kedudukan harta bersama menurut hukum Islam 
dan hukum positif (studi tentang pembagian harta bersama gono-gini pasca 
bercerai). Adapun alasan memilih Kota Bulukumba sebagai tempat penelitian 







B. Pendekatan Penelitian 
Berhubung jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Reseach) 
maka teknik pendekatan yang digunakan dalam studi perbandingan dengan 
comparison approach  mengkaji fakta-fakta yang ada  di lapangan serta 
menelaah pula berbagai referensi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti 
C. Sumber Data Penelitian 
Dalam data ini diperoleh dari: 
1. Dari kedua pihak yang bersangkutan 
2. Literatur yang didapatkan dari perpustakaan atau milik pribadi yang berkaitan 
dengan objek penelitian 
D. Metode Pengumpulan Data 
Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik penelitian 
lapangan (field Research) yang digunakan dari data primer dan pengumpulan data 
(library research) yang digunakan dalam data sekunder tersebut. 
1. Data Primer  
Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 
penelitian lapangan field research) dengan cara observasi, interview atau wawancara, 
dan dekomentasi. Adapun pihak yang diwawancarai untuk membantu mengumpulkan 
data dibantu oleh bapak Mire dan ibu Risa. Observasi adalah melakukan pencatatan 
secara langsung terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian yang 
akan diteliti dan interview atau wawancara adalah suatu cara pengumpulan data 




yang terkait dengan penelitian ini yang dianggap dapat memberikan penjelasan lebih 
lengkap.  







1. Risa  I.R.T Mire  Wirasuwasta 
2. Jasmi I.R.T Sunardi Pegawai  
3. Sukma I.R.T Sulkarnain Petani 
4. Nurbaya  I.R.T Nasir Wirasuwasta  
5. Siti Dini Nur Hazanah I.R.T Latif  Pengusaha  
 
2. Data Sekunder 
Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 
pengumpulan data (Library Research) dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan 
cara mengumpulkan, mempelajari, dan menguntip data dari berbagai sumber seperti 
berbagai literature ,peraturan perundang-undangan,jurnal, hasil penelitian berkaitan 
denga permasalahan yang akan diteliti. Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan 
landasan teori yang cukup kuat untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. 
E. Instrument Penelitian 
Instrument penelitian adalah alat bantu bagi peneliti dalam pengumpulan data 
tolak ukur keberhasilan penelitian juga tregantung pada instrument yang digunakan. 
Dan wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan, dibutuhkan kamera 
alat perekam, dan alat tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen. 





Analisis data adalah sebuah cara untuk mengolah data menjadi informasi agar 
karakteristik data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi 
permasalahan terutama hal yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data juga bisa 
diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil penelitian 
menjadi informasi nantinya yang dipergunakan untuk mengambil kesimpulan, 
analisis data merupakan bagian yang penting sebab dengan menganalisis suatu data 
dapat diberi makna yang berguna untuk masalah penelitian, data yang telah 











ANALISIS KEDUDUKAN HARTA  GONO GINI MENURUT HUKUM 
ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI TENTANG PEMBAGIAN HARTA  
GONO-GINI PASCA PERCERAIAN DI DESA SEPPANG KAB. 
BULUKUMBA) 
A. Gambaran Umum Wilayah Kota Bulukumba 
Kabupaten bulukumba merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 
Provinsi Sulawesi Selatan. Di Sebelah Utara daerah ini berbatasan dengan Kabupaten 
Sinjai, di Timur berbatasan dengan Teluk Bone, di Selatan dengan Laut Flores, dan di 
Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng. 
Luas Wilayah Kabupaten Bulukumba Sekitar 1.154,7 Km2 atau sekitar 2,5% 
dari luasa wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan secara administrasi , terbagi dalam 
10 Kecamatan, dan terbagi 27 Kelurahan dan 99 Desa. Pertanian adalah salah satu 
potensi unggulan yang memberikan konstribusi paling besar terhadap perekonomian 
Kabupaten Bulukumba.Tanaman pangan yang potensial adalah tanaman padi dan 
merupakan bahan pangan utama masyarakat. 
Wilayah Kabupaten Bulukumba hamper 95,4% berada pada ketinggian 0 
sampai 1000 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan tingkat kemiringan tanah 





23.365 Ha, sehingga merupakan daerah potensi pertania.Dengan curah hujan rata-rata 
230 mm perbulan dan rata-rata hujan 11 hari perbulan. 
Kabupaten Bulukumba terletak dibagian selatan Jazirah Sulawesi dan berjarak 
kurang lebih 153 km dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan Makassar, dan terletak 
antara 05020’05040’ lintang selatan dan 119058’-120028’ bujur timur. Berbatasan 
dengan Kabupaten Sinjai di Sebelah Utara, Sebelah Timur, dengan Teluk Bone. 
Sebelah Selatan dengan Laut Flores, dan Sebelah Barat dengan Kabupaten Bantaeng. 
Pada dasarnya Kabupaten Bulukumba adalah daerah dataran tinggi yang 
berada sampai 1000 m diatas permukaan laut, disamping itu Kabupaten Bulukumba 
juga terdapat dataran rendah.Dengan kondisi alam yang seperti ini maka Kabupaten 
Bulukumba, menjadi sentra penghasil komiditi pertanian dan perikanan Sulawesi 
Selatan yang sangat potensial pengembangan ekonomi agro. 
Metologi penamaan "Bulukumba", konon bersumber dari dua kata dalam 
bahasa Bugis yaitu "Bulu’ku" dan "Mupa" yang dalam bahasa Indonesia berarti 
"masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya".  
Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke–17 Masehi ketika terjadi perang 
saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan 
Bone. Di pesisir pantai yang bernama "Tana Kongkong", di situlah utusan Raja Gowa 
dan Raja Bone bertemu, mereka berunding secara damai dan menetapkan batas 




Bangkeng Buki' (secara harfiah berarti kaki bukit) yang merupakan barisan 
lereng bukit dari Gunung Lompobattang diklaim oleh pihak Kerajaan Gowa sebagai 
batas wilayah kekuasaannya mulai dari Kindang sampai ke wilayah bagian timur. 
Namun pihak Kerajaan Bone berkeras memertahankan Bangkeng Buki' sebagai 
wilayah kekuasaannya mulai dari barat sampai ke selatan. 
Berawal dari peristiwa tersebut kemudian tercetuslah kalimat dalam bahasa 
Bugis "Bulu'kumupa" yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu mengalami 
perubahan proses bunyi menjadi "Bulukumba". 
Konon sejak itulah nama Bulukumba mulai ada dan hingga saat ini resmi 
menjadi sebuah kabupaten.  
Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari terbitnya 
Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah–daerah 
Tingkat II di Sulawesi yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978, tentang Lambang Daerah.  
Akhirnya setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994 
dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada (ahli sejarah dan budaya), maka 
ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari 1960 melalui 





Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II 
setelah ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten 
Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan selanjutnya dilakukan pelantikan 
bupati pertama, yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 1960.  
1. Slogan Kabupaten Bulukumba 
Paradigma kesejarahan, kebudayaan dan keagamaan memberikan nuansa 
moralitas dalam sistem pemerintahan yang pada tatanan tertentu menjadi etika bagi 
struktur kehidupan masyarakat melalui satu prinsip "Mali’ siparappe, Tallang 
sipahua." 
Ungkapan yang mencerminkan perpaduan dari dua dialek bahasa Bugis – 
Konjo tersebut merupakan gambaran sikap batin masyarakat Bulukumba untuk 
mengemban amanat persatuan di dalam mewujudkan keselamatan bersama demi 
terciptanya tujuan pembangunan lahir dan batin, material dan spiritual, dunia dan 
akhirat.  
Nuansa moralitas ini pula yang mendasari lahirnya slogan pembangunan 
"Bulukumba Berlayar" yang mulai disosialisasikan pada bulan September 1994 dan 
disepakati penggunaannya pada tahun 1996.Konsepsi "Berlayar" sebagai moral 
pembangunan lahir batin mengandung filosofi yang cukup dalam serta memiliki 




"Berlayar", merupakan sebuah akronim dari kalimat kausalitas yang berbunyi 
"Bersih Lingkungan, Alam Yang Ramah".Filosofi yang terkandung dalam slogan 
tersebut dilihat dari tiga sisi pijakan, yaitu sejarah, kebudayaan dan keagamaan. 
2. Pijakan sejarah 
Bulukumba lahir dari suatu proses perjuangan panjang yang mengorbankan 
harta, darah dan nyawa. Perlawanan rakyat Bulukumba terhadap kolonial Belanda 
dan Jepang menjelang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 
diawali dengan terbentuknya "barisan merah putih" dan "laskar brigade 
pemberontakan Bulukumba angkatan rakyat". Organisasi yang terkenal dalam sejarah 
perjuangan ini, melahirkan pejuang yang berani mati menerjang gelombang dan badai 
untuk merebut cita–cita kemerdekaan sebagai wujud tuntutan hak asasi manusia 
dalam hidup berbangsa dan bernegara. 
3. Pijakan kebudayaan 
Dari sisi budaya, Bulukumba telah tampil menjadi sebuah "legenda modern" 
dalam kancah percaturan kebudayaan nasional, melalui industri budaya dalam bentuk 
perahu, baik itu perahu jenis pinisi, padewakkang, lambo, pajala, maupun jenis lepa–
lepa yang telah berhasil mencuatkan nama Bulukumba di dunia internasional. Kata 
layar memiliki pemahaman terhadap adanya subjek yang bernama perahu sebagai 





4. Pijakan Keagamaan 
Masyarakat Bulukumba telah bersentuhan dengan ajaran agama Islam sejak 
awal abad ke–17 Masehi yang diperkirakan tahun 1605 M. Ajaran agama Islam ini 
dibawa oleh tiga ulama besar (waliyullah) dari Pulau Sumatera yang masing–masing 
bergelar Dato Tiro (Bulukumba), Dato Ribandang (Makassar) dan Dato Pattimang 
(Luwu). Ajaran agama Islam yang berintikan tasawwuf ini menumbuhkan kesadaran 
religius bagi penganutnya dan menggerakkan sikap keyakinan mereka untuk berlaku 
zuhud, suci lahir batin, selamat dunia dan akhirat dalam kerangka tauhid 
"appasewang" (meng-Esa-kan Allah SWT).Selain itu Terdapat Mesjid tertua ketiga di 
Sulawesi Selatan yang dinamakan Masjid Nurul Hilal Dato Tiro yang terletak di 
Kecamatan Bontotiro. 
5. Lambang daerah Kabupaten Bulukumba 
Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor: 13 
Tahun 1987, maka ditetapkanlah Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba dengan 
makna sebagai berikut:  
a) Perisai Persegi Lima 
Melambangkan sikap batin masyarakat Bulukumba yang teguh 
memertahankan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 




Melambangkan mata pencaharian utama dan merupakan makanan pokok 
masyarakat Bulukumba. Bulir padi sejumlah 17 bulir melambangkan tanggal 17 
sebagai tanggal kemerdekaan RI.Daun jagung sejumlah 8 menandakan bulan 
Agustus sebagai bulan kemerdekaan RI. Kelopak buah jagung berjumlah 4 dan 
bunga buah jagung berjumlah 5 menandakan tahun 1945 sebagai tahun 
kemerdekaan RI. 
c)  Perahu Phinisi 
Sebagai salah satu mahakarya ciri khas masyarakat Bulukumba, yang 
dikenal sebagai "Butta Panrita Lopi" atau daerah bermukimnya orang yang ahli 
dalam membuat perahu. 
d) Layar perahu phinisi berjumlah 7 buah.  
Melambangkan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba, 
tetapi sekarang sudah dimekarkan dari tujuh menjadi 10 kecamatan. 
e) Tulisan aksara lontara di sisi perahu "Mali Siparappe, Tallang  
Sipahua".Mencerminkan perpaduan dari dua dialek Bugis-Konjo yang 
melambangkan persatuan dan kesatuan dua suku besar yang ada di Kabupaten 
Bulukumba. 





Mencerminkan bahwa Kabupaten Bulukumba merupakan daerah maritim. 
g) Wilayah Administratif 
Awal terbentuknya, Kabupaten Bulukumba hanya terdiri atas tujuh 
kecamatan (Ujungbulu, Gangking, Bulukumpa, Bontobahari, Bontotiro, Kajang, 
Hero Lange-Lange), tetapi beberapa kecamatan kemudian dimekarkan dan kini 
“butta panrita lopi” sudah terdiri atas 10 kecamatan. Ke-10 kecamatan tersebut 
adalah: 
Dari 10 kecamatan tersebut, tujuh di antaranya merupakan daerah pesisir 
sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu Kecamatan 
Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan 
Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang.  
Tiga kecamatan lainnya tergolong sentra pengembangan pertanian dan 
perkebunan, yaitu Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale dan Kecamatan 
Bulukumpa. 
h) Topografi 
Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas 
permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir, yaitu: Kecamatan Gantarang, 
Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, 




i) Morfologi bergelombang 
Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari 
permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, 
Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan 
Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.  
Kecamatan Ujung Loe adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bulukumba, 
Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Ujung Loe merupakan salah satu 10 
Kecamatan Di Kabupaten Bulukumba . Di kacamatan ini terdapat 12 desa/kelurahan, 
yaitu Belleangin, Balong, Bijawan, Dannuang, Garanta, Lonrong, Manjalling, 
Manyampa, Pada Loang, Salemba, Seppang, dan Tamatto. Masih banyak perumahan 
yang berupa rmah kayu yang didirikan di Kecamatan ini.Pepohonan masih banyak 
yang menjulang tinggi.Terdapat jembatan yang menghubungkan kelurahan dannuang 
dengan kelurahan manjalling. 
B. Sejarah Singkat Desa Seppang 
    Desa seppang merupakan sala satu desa dari tiga belas (13) desa dan 1 
kelurahan yang  ada di Kacamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba Desa Seppang  
terdiri atas empat (4) dusun yakni  Dusun Batuloe, Kampun tengga, Tanah Cellae, 
Mattirowalie. Desa Seppang adalah desa yang berada di pinggir Ibukota Kecamatan 





  Desa seppang terpecah menjadi Desa Baru dan Desa Dannuang Kepala Desa 
pertama yaitu Bapak ANDI ABD AZIZ dan menjabat kepala desa selama lima tahun. 
Adapun batas wilayah sebelah timur Desa Padangloang, sebelah Utara Desa Lonrong, 
Sebelah Barat Desa Bijawang, dan sebelah selatan Desa palambarae.  
  Luas wilayah Desa Seppang sekitar 8,46 Ha, sebagai pusat pemerintahan 
Desa, sebagian besar lahan di Desa seppang digunakan sebagai empat tinggal, lokasi 
lahan pertana. Ada juga sebagian kecil penduduk yang berkebun  dan beternak, 
namun luas penggunaan lahan sebagian pertanian.  
  Secara umum keadaan topografi Desa Seppang adalah daerah rendah dan 
daerah perbukitan. Wilayah Desa Seppang berada pada ketinggian 67 M dari 
permukaan laut.  Adapun mata pncarian Desa Seppang adalah Desa yang terletak di 
sekitar ibukota  Kecamatan yang sebagian besar pendudukknya di desa ini bekerja 
sebagi pegawai negeri. Desa Seppang juga merpakan sehingga sektor pertanian 
menjadi tumpuan hidup sebagian besar penduduknya.. 
C. Pandangan Hukum Islam Terkait Pembagian Harta Bersama/Gono-Gini Pasca 
Perceraian 
Pada dasarnya tidak ada pencampuran harta kekayaan dalam perkawinan 




dari adat istiadat yang berkembang di Indonesia. Konsep Ini kemudian didukung oleh 
hukum Islam dan hukum positif  yang berlaku di Indonesia1. 
  Dalam pandangan hukum Islam harta gono gini adalah harta milik bersama 
suami istri yang diperoleh oleh mereka berdua didalam perkawianan, seperti halnya 
jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain  kepada 
suami istri, atau harta benda yang dibeli suami istri dari mereka berdua, atau tabungan 
dari gaji mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gasji istri yang dijadikan 
satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta gono gini atau harta bersama. 
 Didalam islam tidak ada atura secara khusus bagaimana membagi harta gono-
gini. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum di dalam menyelesaikan 
masalah bersama, diantaranya adalah pembagian harta gono-gini tergantun kepada 
kesepakatan suami dan istri. kesepakatan ini di dalam Al-Qur’an disebut dengan 
istilah  “ash-Shulhu” yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua 
belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih  Allah SWT berfirman: 
                            
                    
           
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 Happy Susanto, Pembagian Harta Bersama Gono Gini Saat Terjadi Perceraian. Trasmedia 






Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari 
suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang 
sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun 
manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu 
secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari 
pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak 
suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan 
tidak mau memberikan haknya.Seperti isteri bersedia beberapa haknya 
dikurangi Asal suaminya mau baik kembali.Maksudnya: tabi'at manusia itu 
tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas 
hatinya, Kendatipun demikian jika isteri melepaskan sebahagian hak-haknya, 
Maka boleh suami menerimanya. 
Ayat di atas menerangkan tentang perdamaian yang diambil oleh suami istri 
setelah mereka berselisih. Biasanya di dalam perdamaian ini ada yang harus 
merelakan hak-haknya, pada ayat di atas, istri merelakan hak-haknya kepada suami 
demi kerukunan keduanya antara keduanya. Hal ini dikuatkan dengan sabda 
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam:”Perdamaian  adalah boleh di antara kaum 
Muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan  yang halal dan perdamaian yang 
menghalalkan yang haram.” (HR:Abu Dawud, Ibnu Majah) 
Begitu juga dalam pembagian harta gono gini, salah satu kedua pihak atau 
dua-duanya kadang harus kadang harus merelakan haknya demi untuk mencapai 
suatu kesepakatan. 
Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang ada dalam peradilan Agama, 




berhak seperdua harta bersama sepanjang tidak di tentukan lain dalam perjanjian 
perkawinan.” Dimana suatu keharusan untuk membagi sama rata yaitu masing-
masing mendapatkan 50%, seperti yang di jelaskan dalam KHI yang ada  diatas, 
ternyata tidak mempunyai dalil yang bisa dipertanggun jawabkan, sehingga 
pendapatan yang benar dalam pembagian harta gono gini adalah dikembalikan 
kepada kesepakatan  antara suami istri tersebut. 
1). Pengetahuan responden mengenai harta gono-gini 
Tabel 1.1 
Apa pengetahuan responden mengenai keberadaan harta gono-gini 
No Jawaban  Frekuensi Presentase 
1 Sangat Tahu  1 1% 
2 Kurang tahu  4 4% 
3 Tidak Tahu  1 1% 
4 Tahu  4 4% 
  10% 10% 
Sumber: Hasil  Olahan Data Primer, Tahun 2018 
Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas bahwa 1 responden menjawab sangat 
tahu artinya tidak sekedar mengetahui tetapi responden juga mempunyai pengetahuan 
yang lebih tentang harta gono ginl, 4 responden menjawab tahu tentang harta gono-
gini ini hal ini dikarenakan  banaknya yang dipetoleh informasi yang diperoleh 
responden dalam berbagai media mengenai harta gono-gini, Sedangkan 4 responden 
menjawab kurang tahu ini disebabkan responden benar-benar kurang mengetahui 





menjawab tidak tahu ini di karenakan kurangnya informasi yang di dapatkan dari 
media sosial dan rendahnya tingkat pendidikan yang diperoleh responden.  Sehingga 
tidak mengetahui tentang harta gono gini responden juga kurang aktif terhadap 
lingkungan sekitar dan pemerintah belum mensosialisasikan secara undang-undang  
tersebut pada seluruh masyarakat. 
Tabel 1.2 
Mengenai harta gono gini apakah responden memiliki harta bawaan sebelum 
pernikahan 
No Jawaban Frekuensi Presentase 
1 Ya,terdapat  4 4% 
2 Tidak terdapat  6 6% 
 Jawaban 10% 10% 
Sumber: Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2018 
Berdasarkan tabel 1.2 di atas terlihat bahwa 4 responden memiliki harta 
bawaan sebelum menikah sedangkan responden yang 6 menjawab tidak memiliki 
harta bawaan. Ini dapat disimpulkan bahwa 4 responden tidak berhak atas harta 
bawaan  karena sudah dijelaskan dalam Pasal 87 ayat (1) KHI yaitu: “Harta bawaan 
masing-masing suami dan istri atau harta yang di hasilkan masing-masing sebagaian 
hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masin-masing, para pihak tidak 







Apakah harta bersama diperoleh dari hasil kerja sama atau hanya satu orang yang 
bekerja keras dalam memperoleh harta tersebut 
No Jawaban Frekuensi Presentase 
1 Di peroleh bersama  10 10% 
2 Tidak diperoleh bersama 0 0 
 Jawaban  10% 100% 
Sumber: Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2018 
Berdasarkan tabel 1.3 diatas terlihat bahwa ke 10 responden sama-sama 
bekerja keras dalam memperoleh harta tersebut maka harta tersebut harus di bagi rata 
antara suami dan istri. pembagian harta bersama yang mengcakup keuntungan dan 
kerugian yang diperoleh dari usaha atau upaya yang dilakukan oleh pasangan suami 
istri yang selama ini masih di dalam perkawinan.  
Tabel 1.4 
Ketentuan yang digunakan dalam menyelesaikan harta gono gini 
No Jawaban Frekuensi Presentase 
1 Menggunakan ketentuan 
adat di luar ketentuan 
KHI  
7 7% 
2 Menggunakan ketentuan 
KHI 
3 3% 
 Jawaban 10% 10% 





Berdasarkan pada tabel 1.4 di atas bahwa ke 7 responden tersebut 
menggunakan ketentuan adat, ini dapat di simpulkan bahwa rendahnya perhatian 
masyarakat mengenai pemahaman sehingga sebagian masyarakat lebih 
memberlakukan ketentuan adat di bandingkan menggunakan ketentuan KHI yang 
berlaku dan 3 responden menggunakan ketentuan KHI ini menandakan bahwa 3 
respoden lainnya lebih mengetahui mengenai harta gono gini.  
Tabel 1.5 
Pengetahuan responden mengenai pembagian harta gono gini 
No Jawaban Frekuensi Presentase 
1 Tahu  2 2% 
2 Kurang tahu  1 1% 
3 Sangat Tahu 2 2% 
4 Tidak Tahu 5 5% 
 Jawaban 10% 10% 
Sumber: Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2018 
Berdasarkan tabel 1.5 di atas menunjukkan 2 responden menjawab sangat tahu 
hal ini dikarenakan oleh responden mengetahui serta berdasarkan data yang diperoleh 
hal tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan  serta lingkungan kerja 
keluarga atau kerja meskipun tidak semuanya, 2 menjawab tahu ini dikarenakan 
adanya informasi yang di peroleh dari media televisi atau lainnya, sedangkan 1 
responden kurang mengetahui hal ini dipengaruhi oleh faktor ketidak tahuan yang 
rendah serta tingkat pendidikan yang masih rendah, dan 5 responden lainya 




kurangnya informasi yang di peroleh.Dapat di simpulkan pengetahuan responden 
hanya sekedar pengetahuan dan hanya sebatas mengetahui keberadaannya saja tidak 
pada tingkat dalam pengetahuan KHI. 
Tabel 1.6 
apakah pembagian harta gono gini di dalam KHI sudah lebih baik dari pada 
ketentuan adat 
No Jawaban Frekuensi Presentase 
1 Lebih baik  4 4% 
2 Kurang baik  6 6% 
 Jawaban 10% 10% 
Sumber: Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2018 
Berdasarkan tabel 1.6  di atas 4 responden menjawab lebih baik hal ini di 
pengaruhi oleh penilaian responden yang menganggap  bahwa pembagian KHI lebih 
baik pembagiannya karena lebih merasakan keadilan di dalamnya di bandingkan 
menggunakan ketentuan lainnya, sedangkan 6 responden  menjawab kurang baik 
karena kurangnya pemahaman mengenaih pembagian dalam KHI . 
Masyarakat ternyata belum memiliki pengetahuan hukum memadai tentang 
hal ini, terutama dikalangan perempuan. Alhasil banyak sekali ditemukan praktik 
monopoli terhadap pembagian harta gono-gini, dalam kompilasi hukum Islam 
(Impres no.1 tahun 1991) pasal 85 disebutkan  bahwa : “Adanya harta bersama dalam 
perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami 





Dengan kata lain kompilasi hukum Islam mendukung adanya persatuan harta dalam 
perkawinan (gono-gini)  meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan 
adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan , baik suami maupun istri2. 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 1 dan 2, kembali dinyatakan bahwa “bahwa 
dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta Istri karena 
perkawinan” Ayat (1). Pada ayat (2) nya lebih lanjut di tegaskan bahwa pada 
dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga 
harta suami tetap menjadi hak suami dan di kuasai penuh olehnya. 
Harta gono-gini mengcakup segala bentuk activa dan passive selama masa 
perkawina. Pasangan calon suami istri yang akan menikah diperbolehkan menentukan 
dalam perjanjian perkawinan bahwa harta perolehan dan harta bawaan merupakan 
harta gono-gini. Hal ini diatur dalam kompilasi  Hukum Islam Pasal 49 ayat (1): 
“perjanjian perkawinan harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa 
masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh peroleh masing-masing 
selama perkawinan”3. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat pengaturan tentang harta 
bersama ini, antara lain terdapat pada pasal: 
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 Muhammad Isna Wahyudi, Harta Bersama, Antara konsepsi dan tuntutan Keadilan.Tahun 
2006.h.2. 
3
 Ismail Muhammad, Pencarian Bersama Suami Istri Adat Gono-Gini Dari Sudut Hukum Islam, 




1. Pasal 85 yang menyatakan harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup 
kemungkinan adanya harta milik masing-masing  suami atau istri 
2. Pasal 86 ayat (2), harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya 
demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya 
3. Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing  suami dan istri yang 
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah 
penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam 
perjanjian kawinnya. 
4. Pasal 87 ayat (2), suami atau istri mempenyai hak sepenuhnya untuk melakukan 
perbuatan  hukum atas harta masing-masing berupa hibah hadiah sodakah atau 
lainnya. 
Undang-undang  nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur 
tentang harta kekayaan antara lain dalam pasal: 
1. Pasal 35 Ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang 
perkawinan menjadi harta bersama. 
2. Pasal 35 Ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami atau 
istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing. Sebagai hadiah atau 
warisan yang dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak 
menentukan lain. 
3. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan harta bersama suami dan istri dapat bertindak 
atas persetujuan kedua belah pihak. 
4. Pasal 37 ayat(1) yaitu bialamana putus karena perceraianmaka harta bersama 
diatur menurut hukumnya masing-masing. 
a) Macam-macam Harta Bersama 






1. Harta bersama sebagai tersebut dalam pasal 85 dapat berupa benda berwujud 
atau tidak berwujud. 
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak 
dan surat-surat berharga lainnya. 
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. 
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagi barang jaminan oleh salah satu pihak atas 
persetujuan pihak lain.  
Sementara Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Suami atau Istri 
tampa persetujuan para pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan 
harta bersama”4. 
Terhadap harta bersama ini, pihak suami atau isttri mempunyai tanggun jawab 
yang sama dan harta bersama itu akan dibagi sama apabila perkawinan tersebut sudah 
putus akibat kematian ataupun perceraian dan karena keputusan pengadilan5. 
Syuti Thalib, berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam 3 (tiga) 
kelompok yaitu: 
1. Dilihat dari sudut asal-usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada 3 golongan 
yaitu: 
                                                          
4
 Darmahuri, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama. Bandung:2007 h.39. 
5
 Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawina, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama 




a. Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan 
adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri. 
b. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetap bukan dari 
usaha mereka melainkan hibabh, wasat atau warisan adalah harta masing-masing. 
c. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri maupun usaha 
suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta 
bersama. 
2. Dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta yang digunakan untuk: 
a. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak. 
b. Harta kekayaan yang lain. 
3. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu 
berupa: 
a. Harta milik bersama. 
b. Harta milik seseorang terkait pada keluarga. 





Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawianan inilah yang 
akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena perceraian, kematian ataupun 
putusan pengadilan. 
Pentingnya ditetapkan harta bersam dalam suatu perkawinan adalah untuk 
penguasaan dan pembagiannya, penguasaan terhadap harta bersama dalam hal 
perkawinan masih berlangsung, pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi 
putusan perkawinan. 
Harta bersama atau gono-gini diatur secara seimbang dalam artian, suami atau 
istri menguasai harta secara bersama-sama, masing-masing pihak bertindak atas harta 
tersebut dengan persetujuan pihak lain. 
b). Terbentuknya Harta Bersama 
Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan 
harta benda yang diperoleh selama perkawian adalah harta bersama, ini mengartikan 
syirkah atau harta bersama itu terbentuksejak tanggal terjadinya perkawinan sampai 
perkawinan itu putus6. 
Ketentuan tentang suatu barang atau benda masuk kedalam harta persatuan 
atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri 
berlangsung., barang menjadi harta bersama kecuali harta yang diperoleh berupa 
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warisan, wasiat  dan hibah oleh satu phak,harta ini menjadi harta pribadi yang 
menerimanya. 
pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah 
harta yang diperoleh sepanjang perkawian, baik bemda itu terdaftar atas nama istri. 
akan tetap menjadi barang pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk mebeli 
benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atas istri dengan kata lain harta 
yang dibeli dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi. 
c). Pebagian harta Bersama 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 
mengatakan “bila perkawianan putus karea perceraian harta bersama diatur menurut 
hukumnya masing-masing” yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan 
dalam penjelasan Pasal 37 ialah “hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum 
lainnya. 
Dalam Pasal 37 Undang-Undang  nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan 
brpa bagian masing-masing antara suami atau istri , baik cerai mati maupun cerai 
hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam  Pasal 96 dan 97 mengatur tentang 
pembagian syirkah ini baik cerai hidup mauun cerai mati, yaitu masing-masing  






Selengkapanya Pasal 96 Kompilasi Hukum Isam: 
1. Apabila terjadi cerai mati maka harta separuh harta bersama menjadi hak 
pasangan yang hidup lebih lama 
2. Pembagian harta bersama bagi seseorang suami atau istri yang istri atau 
saminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang 
hakikik atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. 
D. Aturan Menurut Hukum Positif Terkait Dengan Pembagian Harta 
Bersama/Gono-Gini Pasca Perceraian. 
Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya 
harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan diperlukan guna memenuhi segala 
keperluan  yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga. Harta tersebut ada yang 
diperoleh sebelum perkawinan dan dilangsungkannya perkawinan mengenai harta 
kekayaan dalam perkawinan telah diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu 
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kitab atau Undang-
Undang Hukum Persada dan Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam tulisan ini 
hanya akan membahas pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam7. 
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Ketentuan tentang harta kekayaan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa dalam perkawinan itu terdiri atas harta bersama 
adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsungdan oleh 
karena itu dia menjadi milik bersama suami dan istri, karena demikian sifatnya, maka 
terhadap harta bersama suami istri dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama. 
Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suani atau istri sebelum 
perkawinan sedangkan harta perolehan adalah harta yang diperoleh masing-masing 
suami istri  berupa hibah atau warisan selama dalam ikatan perkawinan. Terhadap 
harta bawaan atau harta perolehan menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh 
masing-masing suami istri. 
Berdasarkan bunyi Pasal 35 ayat (1) UU Tahun 1974 pada dasarnya 
menyatakan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama 
perawinan berlangsung antara uami istri. dalam Pasal 35 ayat (1) tersebut tidak 
disebutkan secara jelas tentang atas jerih payah atau hasil kerja setiap harta bersama 
itu diperoleh, apakah hasil kerja suami atau istri. dalam Pasal tersebut yang jelas 
adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi bersama yang dimilik 
bersama oleh suami istri tampa tampa mmperhitungkan siapa yang bekerja 
menhasilkan harta benda tersebut. 
Dalam Pasal 35 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah 
ditegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan  adalah harta 





pekawinan atau sejak akad nikah dilangsungkan sampai perkawian ini putus  karena 
kematian atau perceraian. Ketentuan tentang suatu barang atau benda termasuk harta 
bersama atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami istri 
berupa warisan, wasiat dan hibah oeh satu pihak, harta benda ini menjadi harta 
pribadi yang menerimannya. 
Berdasakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974, suami ataupun istri dapat bertindak terhadap harta benda milik bersama 
berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, jika salah satu 
pihak baik suami atau istri tidak setuju dengan suatu tindakan terhadap harta bersama, 
maka tindakan atau perbuatan hukum  tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini berarti 
bahwa persetujuan kedua belah pihak yaitu suami dan istri menjadi syarat dapat 
dilakukannya suatu tindakan terhadap harta benda milik bersama8. Keadaan harta 
milik bersama yang demikian itu dapat dijadikan sebagai barang jaminan  (agunan) 
oleh suami atau istri atas persetujuan pihak laiinya. Persetujuan tersebut tidak harus 
dinyatakan dengan tegas, tapi dapat saja diberikan secara diam-diam. 
Tanggun jawab suami istri terhadap pihak ketiga adalah berkaitan dengan 
penggunaan harta perkawinan.Dalam penggunaan harta perkawian tersebut 
dimungkinkan terdapat hutang, baik hutang bersama maupun hutang 
pribadi.Pertanggung jawaban terhadap hutang pribadi dibebankan kepada harta 
masing-masing suami atau istri.sedangkan terhadap hutang bersama yaitu semua 
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hutang baik yang dibuat oleh suami maupun istri atau bersama-sama untuk kebutuhan 
hidup keluarga dibebankan kepada harta bersam. Apabila harta bersama tidak 
mencukupi maka dapat diambilkan dari harta suami, dan apabila tetap tidak 
mencukupi dibebankan kepada harta istri. 
E.  Bagaimana Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum  Positif. 
Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia harta gono gini menurit 
hukum positif  diatur dalam undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawian, bab 
VII tentang harta benda  dalam perkawinan  Pasal 35, Kitab Undang-Undang Buku 
Perdata Pasal 119 dan kompilasi Islam  Pasal 85. Ketentuan harta gono gini dalam 
poligami diatur dalam dalam undan-undang tentang perkawinan pasal 65 ayat 1, pasal 
94  Kompililasi Hukum Islam ayat 1 . Bahwa harta  bersama dari perkawinan  
pasangan suami istri yang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Apabila salah 
seorang tidak bertanggun jawab dalam memanfaatkan harta gono gini, Kompilasi 
Hukum Islam Pasal 95 ayat 1 menyatakan bahwa suami/istri dapat meminta 
Pengadilan Agama meletakkan sita jaminan atas harta bersama tampa adanya 
permohonan gugatan cerai. 
Harta bersama atau harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan baik dari 
pengusahaan suami ataupun istri, seringkali menimbulkan perselisihan diantara kedua 
belah pihak  dalam pembagiaanya. Siapa yang palin berkontribusi dalam pengadaan 





iterpertasi hakim sangatlah dibutuhkan, mengingat hakim adalah pembuat putusan 
yang harus meletakkan keadilan dalam sebuah putusan. 
UU perkawina Pasal 35 ayatn 1,disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
harta gono-gini (harta   bersama) adalah “harta benda yang diperoleh selama masa 
perkawinanI”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya 
perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini. 
1. KUHPer Pasal 119, disebutkan bahwa  “sejak saat dilangsungkan oerkawinan, 
maka hukum terjadiharta bersama menyeluruh antara suami istri,sejauh tentang 
hal itu tidak di adakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. 
Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan  tidak boleh ditiadakan atau 
diubah dengan suatu persetujuanantara suami istri”. 
2. KHI Pasal 35, disebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu 
tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau 
istri”.pasal ini sudah menyebutkan adnya harta gono-gini  dalam perkawinan. 
Dengan kata lain, KHI mengdukung adanya persatuan harta dalam perkawinan 
(gono-gini). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya 
sejumlah harta milik masing-masing pasangan, bak suami maupun istri. 
3. Pada KHI Pasal 86 ayat 1 dan ayat 2, kembali dinyatakan bahwa  “pada dasarnya 
tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan” 
(ayat 1). Pada ayat 2-nya lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri 
tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya.Demekian juga sebaliknya, 







 PENUTUP  
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 
dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: 
1. Dalam pandangan hukum Islam harta gono gini adalah harta milik 
bersama suami istri yang diperoleh oleh mereka berdua didalam 
perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau 
sepeda motor, atau barang lain  kepada suami istri, atau harta benda yang 
dibeli suami istri dari mereka berdua, atau tabungan dari gaji mereka 
berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gasji istri yang dijadikan satu, 
itu semuanya bisa dikategorikan harta gono gini atau harta bersama. 
Didalam islam tidak ada atura secara khusus bagaimana membagi harta 
gono-gini. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum di dalam 
menyelesaikan masalah bersama, diantaranya adalah pembagian harta 
gono-gini tergantun kepada kesepakatan suami dan istri. kesepakatan ini di 
dalam Al-Qur’an disebut dengan istilah  “ash-Shulhu” yaitu perjanjian 
untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) 
setelah mereka berselisih 
2. Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah 
terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan diperlukan guna 




berkeluarga. Harta tersebut ada yang diperoleh sebelum perkawinan dan 
dilangsungkannya perkawinan mengenai harta kekayaan dalam 
perkawinan telah diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu Undang-
Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kitab atau Undang-
Undang Hukum Persada dan Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam 
tulisan ini hanya akan membahas pengaturan harta kekayaan dalam 
perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 dan Kompilasi Hukum IslamBerdasarkan bunyi Pasal 35 ayat (1) UU 
Tahun 1974 pada dasarnya menyatakan bahwa harta bersama adalah harta 
benda yang diperoleh selama perawinan berlangsung antara uami istri. 
dalam Pasal 35 ayat (1) tersebut tidak disebutkan secara jelas tentang atas 
jerih payah atau hasil kerja setiap harta bersama itu diperoleh, apakah hasil 
kerja suami atau istri 
3. Harta gono gini adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan 
oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan 
masi berlangsun.Konsep harta gono-gini pada awalnya berasal dari adat 
istiadat yang berkembang di Indonesia kemudian konsep ini di dukun oleh 
hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia pasangan suami 
istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah 
pembagian harta gono gini. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di 
Indonesia harta gono gini diatur dalam undang-undang no 1 tahun 1974 
tentang perkawian, bab VII tentang harta benda  dalam perkawinan  Pasal 
35, Kitab Undang-Undang Buku Perdata Pasal 119 dan kompilasi Islam  
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Pasal 85. Ketentuan harta gono gini dalam poligami diatur dalam dalam 
undang-undang tentang perkawinan pasal 65 ayat 1, pasal 94  Kompililasi 
Hukum Islam ayat 1 . harta  bersama dari perkawinan  seorang suami istri 
yang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Apabilah salah seorang 
tidak bertanggun jawab dalam memanfaatkan harta gono gini, Kompilasi 
Hukum Islam Pasal 95 ayat 1 menyatakan bahwa suami/istri dapat 
meminta Pengadilan Agama meletakkan sita jaminan atas harta bersama 
tampa adanya permohonan gugatan cererai 
B. Implikasi Penelitian 
1. Di harapkan kepada keluarga suami istri jadilah keluarga yang sakinah, 
mawadah, warahmah, tidak ada satu dari mereka yang terdzalimi, bila 
tidak dapat dihindari  harus bercerai atau berpisah dalam perkawinan 
hendaknya diselesaikan secara baik.  
2. Berkenaan dengan harta gono-gini  atau harta bersama khususnya dapat 
diselesaikan dengan prinsip keadilan, musyawarah karena kedua belah 
pihak mempunyai hak/kewajiban yang mana bila tidak mencapai 
musyawarah hendaknya ditempuh melalui pengadilan agama, tidak 
menopoli sendiri, kecuali ada suatu perjanjian perkawina sebelum 
dilakukan perkawinan untuk itu kepada keluarga suami istri jangan 
berpisah atau pisah dalam perkawinan. 
3. Perlu adanya prenaptial Agreement (Perjanjian Pranikah) untuk 
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1. Wawancara dengan pelaku perceraian mengenai harta gono gini di desa 




2. Wawancara dengan pelaku perceraian mengenai harta gono gini di Desa 






















5. Wawancara Warga Desa Seppang (Ibu Dini) 
 










7. Wawancara Warga Desa Seppang (Bapak Nasir) 
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